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Abstract: Halal certification is a process to obtain  halal certificate in accordance with Islamic Shari’ah it, aims to provide  legal 
certainty  of the halalness  of a product  so that it can reassure  the heart  for those  who consume it. This study is motivated by 
the number of food producers in Bengkulu City who do not do halal certification. This research  raised the problem  about  the 
implementation of halal certification, supporting and inhibiting factors and the role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in im- 
plementing halal certification on food products  in Bengkulu City. The purpose of this research  is to analyze the implementation 
of halal certification, identify the supporting and inhibiting factors and to explore and find the role of LPPOM MUI of Bengkulu 
Province  in implementing halal certification on food products  in Bengkulu  City. This type of research  is a field research  using 
a sociological juridical approach that examines the applicable  legal provisions  and  what happens on the ground. In collecting 
the data the research  used interviews and document studies. The technique of data analysis is descriptive qualitative  by way of 
interpretation, triangulation and content  analysis. From the research  result, it can be concluded that first, the implementation of 
halal certification on food products  in Bengkulu City has been  implemented although still a small part of the number of Small 
and  Medium Industry (IKM) in Bengkulu  City. Secondly,  the supporting factor for the implementation of halal certification in 
food products  in Bengkulu City is to provide  a sense of comfort and  confidence in a product,  consumers of majority food are 
Muslim and increase  income / turnover  of food producers. As for the inhibiting factors are the Law on Halal Product  Guarantee 
is still voluntary  (voluntary),  lack of information / knowledge  about  halal certification and  constrained halal certification cost. 
Third, the Role of LPPOM MUI of Bengkulu Province in the implementation of halal certification on food products  in Bengkulu 
City is to protect the public against illicit products.  It also provides socialization of halal certification either through  formal means 
such as training and socialization or unofficially such as to family, friends and friends. 
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Abstrak: Sertifikasi halal  adalah proses  untuk  mendapatkan sertifikat halal  sesuai  dengan syari’at  Islam, bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum  kehalalan suatu  produk  sehingga  dapat menentramkan bathin  bagi yang  mengkonsumsinya. 
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh  masih  banyaknya produsen pangan di Kota Bengkulu  yang  tidak  melakukan serti- 
fikasi halal. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang  implementasi sertifikasi halal, faktor pendukung dan penghambat 
serta  peran  LPPOM  MUI Provinsi  Bengkulu  dalam  menumbuhkan kesadaran konsumen dan  produsen pangan terhadap 
pensertifikasian halal di Kota Bengkulu.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk menganalisa implementasi sertifikasi halal, mengi- 
dentifikasi faktor pendukung dan  penghambat serta menggali  dan  menemukan peran  LPPOM MUI Provinsi Bengkulu  dalam 
menumbuhkan kesadaran konsumen dan  produsen pangan terhadap pensertifikasian halal  di Kota Bengkulu.  Jenis  peneli- 
tian ini merupakan penelitian  lapangan (field research)  dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji 
ketentuan hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  kenyataan di lapangan. Dalam  mengumpulkan data  yang  digunakan 
adalah wawancara dan  studi dokumen. Adapun  teknik analisa  datanya bersifat deskriptif kualitatif melalui  cara  interpretasi, 
trianggulasi dan analisis isi. Dari hasil penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  pertama, implementasi sertifikasi halal pada produk 
pangan di Kota Bengkulu  sudah  terlaksana meskipun  masih  sebagian kecil dari jumlah  Industri Kecil Menengah (IKM) yang 
ada  di Kota Bengkulu.  Kedua,  faktor pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk  pangan di Kota Bengkulu adalah 
adanya regulasi yang mengatur tentang  sertifikasi halal, konsumen pangan mayoritas  beragama Islam dan  produsen pangan 
mayoritas  beragama Islam. Adapun  faktor penghambatnya adalah belum berlaku efektifnya undang-undang tentang  Jaminan 
Produk  Halal,  kurangnya informasi/pengetahuan tentang  sertifikasi halal  serta  kurangnya kesadaran hukum  konsumen dan 
produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Ketiga, Peran  LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam  menumbuhkan kesadaran 
konsumen dan  produsen pangan terhadap pensertifikasian halal  di Kota Bengkulu  adalah memberikan sosialisasi tentang 
sertifikasi halal,  pembinaan kepada pelaku  Usaha  Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal serta  mengadakan 
lomba  menulis halal tingkat SMA. 
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Pendahuluan 
Islam  sebagai   agama  yang  kaaffah   (sempurna) 
dengan tujuan  kesejahteraan masyarakat, menopang 
eksistensi serta ketinggian derajat seseorang.1 Dengan
mengajarkan  bahwa  produksi  adalah  sebagai  ben-            
tuk usaha  keras  dalam  pengembangan faktor-faktor
yang   diperbolehkan  dan   melipatgandakan  income 
1Abdullah  Abdul Husain  at Tariqi, Ekonomi  Islam Prinsip,  Dasar  dan 
Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 159
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demikian  produksi menurut Islam adalah selain untuk 
mendapatkan income  yang  banyak  tentu  yang  perlu 
diperhatikan  pula   adalah  dikerjakan   dengan  cara 
yang diperbolehkan menurut syari’at Islam yaitu tidak 
menggunakan bahan yang  diharamkan, tidak  mem- 
bahayakan orang  lain apalagi  dapat membinasakan 
makhluk Allah lainnya. 
Pada  dasarnya, tujuan  dari produksi  adalah men- 
ciptakan  kemaslahatan/kesejahteraan individu dan 
kesejahteraan bersama. Setiap  muslim harus  bekerja 
secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya 
mencukupi diri sendiri akan tetapi juga mencukupi ke- 
luarganya. Pada  prinsipnya  terdapat beberapa kriteria 
dalam  berproduksi, di antaranya: 
a. Berproduksi  dalam  lingkaran Islam 
b. Menjaga sumber  produksi 
c. Tidak mendzalimi.2 
Berdasarkan beberapa kriteria dalam  berproduksi 
diatas,   konsep   berproduksi  dalam   lingkaran   Islam 
adalah menitik beratkan kepada halalan  toyyiban 
sehingga  produksi  yang  halal  lagi baik   menjadi  hal 
terpenting  yang harus diperhatikan oleh produsen. 
Menurut  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1999  ten- 
tang  Perlindungan Konsumen Pasal  8 ayat  (1) huruf 
(h) disebutkan bahwa: 
“Pelaku   usaha   dilarang   memproduksi dan/atau 
memperdagangkan  barang    dan/atau  jasa   yang 
tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal 
sebagaimana pernyataan “halal”  yang  dicantum- 
kan dalam  label.” 
Bahkan   kewajiban   sertifikasi  halal  menurut  Un- 
dang-Undang nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jami- 
nan Produk  Halal Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: 
“Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan 
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” 
 
Berdasarkan pasal tersebut  dapat diketahui  bahwa 
semua  produk wajib bersertifikat halal. Dengan  memi- 
liki sertifikat dan  tanda halal,  dapat menjadi  standar 
kualitas  mutu  sebuah produk.  Bahkan  saat  ini, ser- 
tifikat halal  terasa  sangat  dibutuhkan oleh  kalangan 
pengusaha dan  produsen pangan. Bukan  hanya  oleh 
keluarga   muslim  saja  namun juga  diperlukan   oleh 
hampir  semua  umat  dan  produsen yang  berasal  dari 
beragam agama.3 
Adapun    barang/produk  yang   mesti   disertifikasi 
halal  adalah makanan,  minuman, obat,   kosmetika, 
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa 
genetika  serta  barang  gunaan yang  dipakai,  diguna- 
kan  atau  dimanfaatkan oleh  masyarakat. Dalam  hal 
ini peneliti membatasi pembahasan terhadap produk 
pangan (makanan dan minuman). 
 
 
2Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis  Ekonomi,(Malang:  UIN Malang Press, Cet. 
ke-1, 2008), h.48 
Regulasi yang  menyangkut sertifikasi halal sudah 
lama  ada  yakni  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 
1992  tentang  Kesehatan, Undang-Undang Nomor  8 
Tahun   1999   tentang   Perlindungan  Konsumen, Un- 
dang-Undang No  18  Tahun   2012  tentang  Pangan, 
Peraturan Pemerintah Nomor  69 tahun  1999  tentang 
Label  Iklan Pangan, Keputusan  Menteri Agama  No- 
mor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pemeriksaan dan  Penetapan Pangan HalaldanKepu- 
tusan  Menteri  Agama  Nomor  519  Tahun  2001  ten- 
tang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. 
Keberadaan  peraturan  tersebut   masih   menjadi 
dasar  bagi umat  Islam untuk mendapatkan kepastian 
hukum  atas  produk-produk pangan yang  beredar di 
tengah   masyarakat.  Akan  tetapi   dalam   praktiknya 
masih banyak  pengusaha yang belum mengurus 
sertifikasi halal,  bahkan ada  perusahaan nakal  yang 
mencantumkan  label   halal   diproduknya  padahal 
masa   berlaku   sertifikatnya   sudah   kadaluarsa dan 
pada   kasus  yang  lain,  ada   warung/rumah makan 
yang  menuliskan makanannya dijamin  halal 100  %, 
namun tidak ada sertifikat halal. 
Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang  menyatakan kehalalan suatu 
produk  sesuai  dengan syari’at Islam.4    Adapun  masa 
berlakunya selama   2  tahun   dan   disarankan  untuk 
diperbaharui kembali  jika telah  habis  masa  berlaku- 
nya.  Tujuan  dari sertifikasi halal adalah adanya pen- 
gakuan  secara  legal formal bahwa  produk  yang dike- 
luarkan  telah memenuhi ketentuan halal. 
Di Kota Bengkulu dari data  yang didapat dari LP- 
POM  MUI Provinsi  Bengkulu  bahwa  baru  segelintir 
perusahaan pangan saja yang mendaftarkan diri un- 
tuk mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana dapat 
dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini: 
 
 
Tabel 1.1 
RekapitulasiIndustri Pangan Kecil Menengah 
yang Memiliki Sertifikat Halal di Kota Bengkulu 
Tahun 2014 s/d 2017 
 
 
No 
 
Tahun 
 
IKM yang Memiliki Sertifikat Halal 
 
Keterangan 
1 2014 12  
2 2015 83  
3 2016 20  
4 2017 23  
Jumlah 138 
Sumber : LPPOM MUI Provinsi Bengkulu 
 
 
Adapun   jumlah   industri   kecilmenengah  (IKM)di 
Kota Bengkulu dapat dilihat dari tabel 1.2 dengan rin- 
cian sebagai  berikut: 
 
 
 
3H. Roichan  Muchlis, Halal Mendongkrak  Ekonomi Bali, Jurnal  Halal, 
No. 97 Th. XV Tahun 2012, Jakarta:  LPPOM MUIn 2012, Jakarta:  LPPOM 
MUI, h. 29 
4Sri   Nuryati,   Zat   Haram   Dimakanan  Kita  Awas  Produk   Haram 
Mengepung  Kita!, (Solo: PT. Aqwamedika, 2012), h. 155
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Tabel 1.2 
RekapitulasiIndustriPangan Kecil dan Menengah Kota Bengkulu 
Yang Terdaftar di Disperindag Kota Bengkulu 
Tahun 2014 s/d 2017 
 
 
No 
 
Tahun 
 
Jumlah Perusahaan Pangan 
 
Keterangan 
1 2014 139  
2 2015 169  
3 2016 213  
4 2017 156  
 
Sumber: Disperindag Kota Bengkulu 
 
Dari data  diatas,  maka  dapat diketahui  bahwa 
perusahaan pangan yang  sudah   memiliki  sertifikasi 
halalrata-rata masih  dibawah 5 %.  Oleh  karena  itu, 
implementasisertifikasi halal terhadap produk  pangan 
oleh  produsen di  Kota  Bengkulu  masih  sangat  ren- 
dah  dibandingkan dengan harapan  masyarakat un- 
tuk mendapatkan sertifikasi halal  dari  segala  bentuk 
produk  yang beredar dan diperjualbelikan. Hal ini ter- 
maktub  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 
tentang  Perlindungan KonsumenPasal 4 bahwa: 
Konsumen mempunyai  hak  untuk  mendapatkan 
kenyamanan, keamanan dan  keselamatan dalam 
menggunakan suatu barang  dan atau jasa dan juga 
kebenaran informasi yang diberikan  terkait dengan 
barang  tersebut.” 
Di  Kota  Bengkulu,   yang  menjadi   pelaku   usaha 
pangan tidak hanya  terdiri dari kaum  muslim namun 
terdapat juga  pedagang yang  berasal  dari  non  mus- 
lim. Hal ini menjadikan keraguan bagi para konsumen 
terkhusus  konsumen muslim  Kota  Bengkulu  karena 
produk   yang  mereka   jual  sebagian belum  memiliki 
sertifikat halal.  Tentu  saja  ini menjadi  dilema  dalam 
industri  pangan di Kota  Bengkulu.  Hal  tersebut  ter- 
jadi karena  kesadaran pengusaha terkhusus  produsen 
pangan di Kota Bengkulu masih sangat jauh dari yang 
diharapkan padahal  aturannya  sudah   banyak   dan 
jelas. 
 
Rumusan Masalah 
1.  Bagaimanaimplementasi sertifikasi halal pada 
produk  pangan di Kota Bengkulu? 
2.    Apa  faktor  pendukung dan  penghambat  imple- 
mentasi  sertifikasi halal  pada  produk  pangan  di 
Kota Bengkulu? 
3.    Bagaimana peran  Lembaga  Pengkajian Pangan 
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama In- 
donesia (LPPOM MUI ) Provinsi Bengkulu dalam 
menumbuhkan kesadaran konsumen dan  pro- 
dusen   pangan  terhadappensertifikasian halal  di 
Kota Bengkulu? 
 
Tujuan Penelitian 
1.   Untuk  menganalisaimplementasi  sertifikasi  halal 
pada  produk  pangan di Kota Bengkulu. 
2. Untuk  mengidentifikasifaktor pendukung dan 
penghambat  implementasi sertifikasi  halal  pada 
produk  pangan di Kota Bengkulu. 
3.   Untuk menggali  dan  menemukanperan Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan  Kosmetika 
Majelis Ulama  Indonesia (LPPOM  MUI) Provinsi 
Bengkulu  dalam  menumbuhkan kesadaran kon- 
sumen   dan  produsen pangan terhadappenserti- 
fikasian halaldi Kota Bengkulu. 
 
Metode Penelitian 
Jenis peneitian yang akan digunakan dalam  pene- 
litian ini adalah field research  yaitu  penelitian  yang 
sumber    data    serta   pokok   pengamatannya   digali 
melalui  sumber  data  yang  berada dilapangan. Pene- 
litian ini dilakukan  dengan mencari  informasi  secara 
langsung  pada  obyek data  dilapangan.5  Penelitian  ini 
mencari  informasi langsung ke lapangan kepada para 
produsen pangan di  Kota  Bengkulu  serta  pengurus 
LPPOM MUI Provinsi Bengkulu. 
 
Landasan teori 
1. Konsep Pangan Halal 
Pangan  sering  diterjemahkan kepada  makanan 
dan  minuman. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indo- 
nesia  makanan berarti  segala  yang  boleh  dimakan 
seperti  panganan, lauk pauk  dan  kue-kue.6  Adapun 
minuman secara  terminologi  adalah sesuatu  yang di- 
minum,  baik  berupa air biasa  maupun air yang  su- 
dah  melalui proses  pengolahan yang sudah  berubah 
warna  dan rasanya.7 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun  2004  pangan adalah segala sesuatu 
yang  berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang 
diolah  maupun yang  tidak  diolah  yang  diperuntuk- 
kan  sebagai  makanan atau  minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk  bahan tambahan pangan, bahan 
baku  pangan dan  bahan lain yang digunakan dalam 
proses  penyiapan, pengolahan dan  atau  pembuatan 
makanan dan minuman. 
Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  pangan 
merupakan kebutuhan pokok  (primer)  bagi manusia 
yang dapat dibedakan pula menjadi: 
a.   Pangan segar 
Pangan segar  adalah pangan yang  belum  men- 
galami pengolahan, yang dapat dikonsumsi  lang- 
sung atau  dijadikan  bahan baku pengolahan pan- 
gan, seperti buah-buahan, ikan dan lain lain. 
b.   Pangan olahan  tertentu 
Pangan olahan  tertentu  adalah olahan  yang dipe- 
runtukkan bagi  kelompok  tertentu  dalam  upaya 
memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan 
 
 
5Hadari  Nawawi  dan  Mimi Martini, Penelitian  Terapan, (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 1996), h. 24 
6W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Besar  Bahasa   Indonesia,   (Jakarta: 
Balai Pustaka,  1976), h. 623 
7Lajnah  Pentashihan Mushaf Al Qur’an  Badan  Litbang dan  Diklat Ke- 
menterian  Agama Republik Indonesia,  Tafsir Al Qur’an Tematik Kesehatan 
Dalam Perspektif Al Qur’an, (Jakarta:  Penerbit Aku Bisa, 2015), h. 222
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kelompok  tersebut. 
c.   Pangan siap saji 
Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang 
sudah  diolah dan bisa langsung disajikan ditempat 
usaha  atau di luar tempat  usaha  atas dasar pesan- 
an.8 
 
Berdasarkan  Keputusan    Kepala   Badan  Penga- 
was  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor 
Hk.00.05.52.4040 tentang  kategori pangan yaitu: 
1.    Produk-produk susu  dan  analognya kecuali  kat- 
egori no. 2; 
2.    Lemak, minyak dan emulsi minyak; 
3.    Es untuk dimakan (dible es, termasuk  sherbet dan 
sorbet) 
4.  Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang 
termasuk  kacang  kedelai  dan  lidah buaya), rum- 
put laut, biji-bijian; 
5.    Kembang  gula/permen dan coklat; 
6.    Serealia   dan   produk   serealia   yang  merupakan 
produk  turunan dan  biji serealia,  akar dan  umbi, 
kacang  dan  empulur  (bagian  dalam  batang  tana- 
man)  tidak termasuk  produk  bakteri dan  kategori 
no 7 dan  tidak termasuk  kacang  dari kategori no. 
4; 
7.    Produk  bakteri; 
8.    Daging dan  produk  daging termasuk  daging ung- 
gas dan daging hewan  buruan; 
9.    Ikan  dan  produk   perikanan termasuk   moluska, 
krstase, ekinodermata serta amfibi dan reptil; 
10.  Telur dan produk-produk telur; 
11.  Pemanis  termasuk  madu; 
12.  Garam, rempah, sup, saus, produk  protein; 
13.  Produk  pangan untuk keperluan khusus; 
14.  Minuman  tidak termasuk  produk  susu; 
15.  Makanan  ringan siap santap; 
16. Pangan campuran (komposit),  tidak  termasuk 
pangan dari kategori no. 1 sampai  no. 15. 
 
Definisi halal  dijelaskan  oleh  Fadhlan  Mudhafier 
dan  H.A.F Wibisono  adalah hal-hal  yang  boleh  dan 
dapat dilakukan    karena    bebas  dari  atau  tidak  ter- 
ikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.9 
Sementara menurut Yusuf Qardhawi, halal adalah 
sesuatu  yang (diperkenankan) atau  boleh dikonsumsi 
yang terlepas  dari ikatan  larangan dan  diizinkan oleh 
pembuat syari’ah untuk dilakukan.10 
Berdasarkan pengertian tersebut,  menurut penulis 
halal adalah segala sesuatu  yang dibolehkan menurut 
syari’at Islam. 
 
8Diakses pada  waraslove.blogspot.com/pengertian pangan    tanggal  18 
Maret 2018 pukul 08.28 
9Fadhlan  Mudhafier, H. A. F Wibisono, Makanan Halal Kebutuhan Umat 
dan Kepentingan Pengusaha, (Jakarta:  Zakia Press, 2004), h. 37 
10Yusuf  Qardhawi,  Halal  & Haram,  Penj.  Abu Sa’id al Falahi,  Aunur 
Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta:  Robbani Press, Cet. ke-1, 2000), h. 15 
Adapun   yang  dimaksud dengan  makanan  halal 
menurut Quraish  Shihab  adalah makanan yang tidak 
haram, yakni yang tidak dilarang  oleh agama mema- 
kannya. Makanan  haram  ada  2 macam  yaitu haram 
karena zatnya dan haram karena sesuatu bukan dari 
zatnya. Makanan haram karena zatnya seperti babi, 
bangkai  dan darah. Sedangkan makanan yang haram 
karena   sesuatu   bukan  dari  zatnya  seperti  makanan 
yang  tidak diizinkan oleh  pemiliknya  untuk  dimakan 
atau digunakan. Makanan  yang halal adalah yang bu- 
kan termasuk  kedua  macam  ini.11 
Ditambahkan  pula   dalam   buku   Tanya   Jawab 
Seputar Produksi  Halal bahwa  pangan halal menurut 
syari’at Islam adalah halal dzatnya,  halal cara  mem- 
perolehnya, halal dalam  memprosesnya, halal dalam 
penyimpanannya, halal dalam  pengangkutannya dan 
halal dalam  penyajiannya.12 
Namun  hukum  halal haram  makanan tidaklah  ber- 
laku apabila  seseorang dihadapkan pada  kondisi dharu- 
rah.  Yang  dimaksud dengan kondisi  dharurah adalah 
apabila kondisi seseorang pada batas dimana jika ia tidak 
mengkonsumsi sesuatu  yang dilarang  maka  ia akan  bi- 
nasa atau nyaris binasa.  Pengertian ini didasarkan pada 
firman Allah Surat Al Baqarah : 173, yang artinya: 
“Sesungguhnya  Allah  hanya   mengharamkan 
bagimu  bangkai,  darah, daging babi dan  binatang 
yang (ketika disembelih)  disebut  (nama)  selain Al- 
lah.  Tetapi  barangsiapa dalam  keadaan  terpaksa 
(memakannya) sedang  dia tidak menginginkannya 
dan tidak (pula) melampaui batas,  Maka tidak ada 
dosa baginya.  Sesungguhnya Allah Maha Pengam- 
pun lagi Maha Penyayang.” 
 
Pada  dasarnya ada 3 jenis kategori makanan yang 
dikonsumsi  manusia, yakni nabati,  hewani  dan  hasil 
olahan. Makanan  yang  berbahan nabati  secara  kes- 
eluruhan halal  dan  karena  itu boleh  dikonsumsi  ke- 
cuali yang  mengandung racun  atau  membahayakan 
kesehatan fisik dan  atau  psikis manusia sedang  ma- 
kanan  yang berbahan hewan  terbagi dua yaitu hewan 
laut  yang  secara  keseluruhan boleh  dikonsumsi  dan 
hewan   darat   yang  hanya   sebagian kecil  saja  yang 
tidak  boleh  atau  haram   dimakan. Sementara  keha- 
lalan  atau  keharaman pangan olahan  (POM) sangat 
tergantung pada  halal-haram bahan (baku, tambahan 
dan atau  penolong) juga proses produksinya.15 
 
 
11Quraish  Shihab,  Tafsir Al Misbah, (Jakarta:  Lentera  hati, 2002),  Jilid 
I, h. 355 
12Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana Produk  Halal Direktorat  Jen- 
deral Bimbingan Masyarakat  Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen 
Agama, Tanya Jawab  Seputar  Produksi Halal, (Jakarta,   2003),   h. 17 
13A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media 
Group, 2007), h. 72 
14Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan  Terjemahannya, (Semarang: 
Aneka Ilmu, 2002), h. 49 
15Fadhlan Mudhafier, H.A.F. Wibisono, Makanan Halal Kebutuhan Umat 
dan Kepentingan Manusia, h. 45
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Ahsin W Al Hafidz  memberikan kriteria  makanan 
dan minuman yang dihalalkan  menurut Islam, yaitu: 
1.  Tidak mengandung  bagian  dari binatang atau  ses- 
uatu  yang dilarang  oleh ajaran  Islam untuk mema- 
kannya  atau  yang tidak disembelih  menurut ajaran 
Islam. 
2.  Tidak  mengandung sesuatu  yang  digolongkan  se- 
bagai najis menurut ajaran  Islam. Adapun  yang ter- 
masuk najis adalah: 
a.   Bangkai   hewan   darat   yang  berdarah,  bagian 
dari  tubuh  hewan  yang  dipotong   saat  hewan 
hidup,  kecuali manusia; 
b.   Darah; 
c.   Babi, anjing dan keturunannya; 
d.   Arak dan  sejenisnya  yang memabukkan,  sedikit 
atau  banyak; 
e.   Nanah; 
f.   Semua  yang  keluar  dari  dubur  dan  qubul  kec- 
uali mani. 
3.  Tidak  mengandung bahan  penolong atau  bahan 
tambahan yang diharamkan menurut ajaran  Islam. 
4.  Dalam  proses  penyimpanan dan  menghidangkan 
tidak bersentuhan atau  berdekatan dengan maka- 
nan  yang tidak memenuhi persyaratan atau  benda 
yang dihukumkan sebagai  najis menurut ajaran  Is- 
lam.16 
 
2.   Syarat Sertifikasi Halal pada  Produk  Pangan 
Produsen  yang   akan   mengajukan  sertifikat  ha- 
lal pada  produknya, maka  terlebih  dahulu  harus 
memenuhi persyaratan sertifikasi halal  yang  ter- 
tuang  dalam  dokumen HAS 23000. HAS 23000 
adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi 
halal  Lembaga Pengkajian Pangan  Obat-obatan 
dan  Kosmetika Majelis Ulama  Indonesia (LPPOM 
MUI).  HAS  23000   terdiri  dari  2  bagian,   yaitu 
Bagian   I  tentang   Persyaratan  Sertifikasi  Halal  : 
Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan 
Bagian  (II) tentang   Persyaratan  Sertifikasi  Halal 
: Kebijakan  dan  Prosedur (HAS 23000:2).  Ring- 
kasan dari  HAS 23000  yaitu: 
1.   Kriteria     Sistem     Jaminan    Halal/SJH      (HAS 
23000:1) 
 
a.   Kebijakan Halal 
1.   Perusahaan  harus   menetapkan  Sistem  Jaminan 
Halal (SJH). 
2.   Sistem Jaminan Halal adalah suatu  jaringan  kerja 
dimulai  dari  komitmen   manajemen puncak   dan 
prosedur-prosedur yang disusun  saling berhubun- 
gan,  diterapkan dan  dipelihara untuk  menghasil- 
kan  produk   halal,  menghindari  kontaminasi ter- 
hadap produk  halal  dan  menjamin tidak  adanya 
yang membuat produk  ditempat lain). 
3.   Sistem  Jaminan Halal  perusahaan harus  didoku- 
mentasikan dalam  bentuk  manual  SJH. 
4.   Manual  SJH  harus  didokumentasikan secara  ter- 
pisah dari manual sistem yang lain sedangkan 
prosedur, intruksi kerja dan form dapat diintegrasi- 
kan dengan sistem mutu yang lain.17 
 
b. Tim Manajemen Halal 
Manajemen Puncak  harus menetapkan Tim Mana- 
jemen  Halal yang mencakup semua  bagian  yang ter- 
libat dalam  aktivitas kritis serta  memiliki tugas,  tang- 
gungjawab dan wewenang yang jelas. 
Tim ini dibentuk  dari berbagai bagian  yang terkait 
dalam  aktivitas  kritis seperti  bagian  Pembelian,  Riset 
dan  Pengembangan, Quality  Control,  Produksi  dan 
lain-lain. Semua  tim yang  terlibat dalam  aktivitas kri- 
tis wajib  memiliki  kompetensi yang  dibutuhkan da- 
lam menjalankan tugasnya  untuk  menjaga kehalalan 
bahan maupun proses  produksi  dan   fasilitasi  yang 
digunakan agar produk  akhirnya  berstatus  halal seba- 
gaimana yang akan  diklaim perusahaan untuk dipub- 
likasikan kepada konsumen. 
 
c.  Pelatihan dan  Edukasi 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 
pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus  dilak- 
sanakan minimal  setahun sekali danpelatihan ekster- 
nal harus dilaksanakan minimal dua tahun  sekali. 
 
d.  Bahan 
Bahan  yang digunakan dalam  pembuatan produk 
yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram 
atau   najis.Perusahaan  harus   mempunyai dokumen 
pendukung untuk  semua  bahan yang digunakan, ke- 
cuali bahan tidak kritis atau  bahan yang dibeli secara 
retail. 
Dalam Buku Pedoman Auditing Produk Halal Lem- 
baga  Pengkajian Pangan Obat-obatan dan  Kosmetika 
Majelis  Ulama  Indonesia (LPPOM  MUI)persyaratan 
bahan itu meliputi: 
1.  Semua  bahan (bahan baku,  bahan pembantu dan 
bahan  penolong) yang   digunakan  harus   halal. 
Bahan  halal adalah bahan yang bersertifikat halal 
Majelis Ulama  Indonesia atau  lembaga lain yang 
diakui  Majelis Ulama  Indonesia atau  berdasarkan 
spesifikasi bahan/diagram ilir proses  produksi  ba- 
han dapat digunakan atau merupakan bahan yang 
tidak kritis. 
 
 
 
16Ahsin W Al Hafidz, Fikih Kesehatan,  (Jakarta:  Amzah, 2010),   h.187- 
188
penyimpangan    pada     proses     pengembangan 
produk  atau  reformasi  atau  maklon  (perusahaan 
17Lembaga  Pengkajian   Pangan   Obat-obatan  dan   Kosmetika  Majelis 
Ulama  Indonesia,  Pedoman Auditing Produk  Halal,  Lembaga  Pengkajian 
Pangan, Obat-Obatan dan  Kosmetika  Majelis Ulama  Indonesia,  (Jakarta, 
2011),   h. 5/17
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2.  Bahan  yang berupa intermediet atau  raw product 
tidak boleh  dihasilkan  dari fasilitas produksi  yang 
juga digunakan untuk membuat produk  yang 
menggunakan babi atau turunannya sebagai salah 
satu bahannya 
3.  Perusahaan yang  menerapkan pengkodean terh- 
adap  bahan atau  produk  harus  dapat menjamin 
masih  dapat ditelusuri dengan jelas baik terhadap 
bahan yang  digunakan, produsen maupun status 
halal dari masing-masing bahan. Pengkodean har- 
us juga menjamin barang  dengan kode yang sama 
berstatus  halal yang sama. 
4.  Seluruh   bahan (baku,   tambahan dan   penolong 
yang  digunakan perusahaan  dan  telah  disetujui 
oleh  LPPOM MUI didokumentasikan dalam  ben- 
tuk Daftar Bahan  yang ditandatangani oleh pihak 
perusahaan dan Direktur Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis Ula- 
ma Indonesia (LPPOM MUI).18 
 
Adapun   pengertian bahan  baku   adalah  bahan 
utama  yang  digunakan dalam  suatu  produk.  Bahan 
pembantu/penolong adalah bahan  yang  digunakan 
untuk  membantu proses  produksi  tetapi  bahan terse- 
but tidak menjadi bagian dari ingredien (komposisi 
bahan).  Sedangkan yang  dimaksud dengan bahan 
tambahan (aditif)  adalah bahan yang  ditambahkan 
dengan sengaja  ke dalam  produk,  untuk  menghasil- 
kan  atau   diharapkan  menghasilkan (langsung   atau 
tidak langsung)  suatu komponen atau  mempengaruhi 
sifat khas produk  tersebut.19 
 
e. Produk 
Syarat produk dapat disertifikasi halal adalah kara- 
kteristik/profil sensori produk  tidak boleh memiliki ke- 
cenderungan bau  atau  rasa  yang  mengarah kepada 
produk  haram  atau yang telah dinyatakan haram  ber- 
dasarkan fatwa Majelis Ulama  Indonesia. Merk/nama 
produk   yang   didaftarkan  untuk   disertifikasi  tidak 
boleh  menggunakan nama  yang mengarah pada  ses- 
uatu  yang diharamkan atau  ibadah yang tidak sesuai 
dengan syariah  Islam. Produk  pangan eceran  (retail) 
dengan merk sama  yang  beredar di Indonesia harus 
didaftarkan seluruhnya untuk  sertifikasi, tidak  boleh 
jika hanya  didaftarkan sebagian.Terkhusus untuk 
restoran  semua  menu  didaftarkan untuk disertifikasi. 
 
f.  Fasilitas Produksi 
1.  Industri  pengolahan:  (i)  Fasilitas  produksi   harus 
 
 
 
18Lembaga  Pengkajian   Pangan   Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis 
menjamin tidak  adanya  kontaminasi silang  den- 
gan  bahan/produk yang  haram/najis; (ii) Fasilitas 
produksi dapat digunakan secara bergantian untuk 
menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk 
yang  tidak  disertifikasi selama  tidak  mengandung 
bahan yang  berasal  dari babi/turunannya, namun 
harus  ada  prosedur yang  menjamin tidak  terjadi 
kontaminasi silang. 
Ditambahkan dalam  Buku Pedoman Auditing 
Produk  Halal  Lembaga Pengkajian Pangan Obat- 
obatan dan  Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia 
(LPPOM  MUI) persyaratan yang  harus  dipenuhi 
dalam  fasilitas produksi  bahwa  lini produksi  dan 
peralatan pembantu yang  pernah digunakan un- 
tuk  menghasilkan produk  babi  atau  turunannya, 
jika akan  digunakan untuk  menghasilkan produk 
halal, maka  harus  dicuci tujuh kali dengan air dan 
salah satunya dengan tanah  atau  bahan lain yang 
dapat menghilangkan rasa, bau dan  warna.  Selain 
itu seluruh  fasilitas produksi  yang  digunakan un- 
tuk menghasilkan produk  yang  disertifikasi harus 
didaftarkan.20 
2. Restoran/Katering/Dapur:    (i)    Dapur     hanya 
dikhususkan untuk produksi  halal; (ii) Fasilitas dan 
peralatan penyajian hanya  dikhususkan untuk me- 
nyajikan produk  halal. 
3.  Rumah   Potong   Hewan   (RPH):  (i)  Fasilitas  RPH 
hanya  dikhususkan untuk  produksi  daging  hewan 
halal; (ii) Lokasi RPH harus  terpisah  secara  nyata 
dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses  debon- 
ing dilakukan  di luar RPH tersebut,  maka harus di- 
pastikan  karkas hanya  berasal  dari RPH halal; (iv) 
Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. 
 
g.  Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Perusahaan seharusnya memiliki prosedur tertulis 
mengenai pelaksanaan prosedur aktivitas yang  kritis. 
Prosedur tertulis aktivitas  kritis dapat dibuat  terinte- 
grasi dengan prosedur sistem yang lain. Aktivitas kritis 
ini melingkupi  seleksi bahan yang baru,  pemeriksaan 
bahan datang, pembelian produk,  bahan pencucian, 
fasilitas produksi  dan  peralatan pembantu,  produksi 
penyimpanan dan penanganan bahan produk, formu- 
lasi produk,  transportasi, pemajangan (display), pem- 
ingsanan, penentuan menu,  penyembelihan hewan, 
aturan  pengunjung, disesuaikan dengan proses  bisnis 
perusahaan (industri  pengolahan, RPH, restoran/kat- 
ering/dapur). 
 
h.  Kemampuan Telusur (Traceability) 
Perusahaan  seharusnyamemiliki prosedur tertulis 
untuk   menjamin kemampuan  telusur  produk   yang
Ulama  Indonesia,  Pedoman  Auditing  Produk  Halal,  Lembaga  Pengkajian               
Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,  h. 3-4/17 
19Lembaga Pengkajian  Pangan, Obat-Obatan dan  Kosmetika  Majelis 
Ulama Indonesia,  Persyaratan Bahan  Pangan  Halal, (Jakarta,  2012), h. 3 
20Lembaga  Pengkajian   Pangan   Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis 
Ulama  Indonesia,  Pedoman Auditing Produk  Halal,  Lembaga  Pengkajian 
Pangan  Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia,   h. 4/17
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akan  disertifikasi berasal  dari bahan yang memenuhi 
kriteria (disetujui Lembaga Pengkajian Pangan Obat- 
obatan dan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia)  dan 
diproduksi  difasilitas produksi  yang  memenuhi  krite- 
ria (bebas  dari bahan babi/ turunannya). 
 
i.   Penanganan  Produk yang  Tidak  Memenuhi 
Kriteria 
Perusahaan seharusnyamempunyai prosedur tertu- 
lis untuk  menangani produk  yang  tidak  memenuhi 
kriteria produk  halal,  yaitu tidak dijual ke konsumen 
yang  mempersyaratkan produk  halal dan  jika terlan- 
jur dijual maka seharusnya ditarik dari peredaran. 
 
j.  Audit  Internal 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 
audit internal pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Au- 
dit internal  dilakukan  setidaknya  enam  bulan  sekali 
oleh auditor  halal internal dan  dilaksanakan oleh au- 
ditor halal internal  yang  kompeten dan  independen. 
Hasil audit  internal  kemudian disampaikan ke Lem- 
baga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam bentuk 
laporan  berkala setiap 6 (enam)  bulan sekali. 
 
k. Kaji Ulang Manajemen 
Manajemen Puncak  atau  wakilnya kemudian 
melakukan kaji ulang  manajemen minimal  satu  kali 
dalam  satu tahun,  dengan tujuan  untuk menilai efek- 
tifitas penerapan Sistem  Jaminan Halal  (SJH)  dan 
merumuskan perbaikan berkelanjutan. 
 
F. Pembahasan 
Sertifikasi halal merupakan salah  satu  solusi bagi 
konsumen muslim  untuk  menentukan atau  memilih 
produk  yang akan  digunakan/dikonsumsi. Halal ada- 
lah perkara  mutlak  yang  tidak bisa ditawar  menurut 
ajaran  Islam.  Dengan  mengkonsumsi atau  menggu- 
nakan  barang  yang halal maka  akan  menjamin mutu 
dan kebersihan suatu produk. 
Dalam implementasinya, sertifikasi halal pada 
produk  pangan di Kota Bengkulu sudah  berjalan,  hal 
tersebut  dapat dilihat  dari  animo  produsen pangan 
yang  telah  mendapatkan sertifikat halal.  Tentu  saja 
semua  itu dilandasi  oleh beberapa faktor pendukung. 
Untuk lebih jelasnya  dapat penulis diskripsikan seba- 
gai berikut: 
1.  Adanya  regulasi yang mengatur tentang  sertifikasi 
halal 
Keberadaan perundang-undangan yang mengatur 
sertifikasi  halal  dipandang  sebagai   hal  positif  bagi 
umat   Islam  untuk   mendapatkan  kepastian  hukum 
atas  produk  pangan yang beredar sehingga  diharap- 
kan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk meng- 
konsumsi  produk  pangan yang telah bersertifikat ha- 
lal. Direktur  LPPOM  MUI Provinsi  Bengkulu  Edwar 
Suharnas menyatakan: 
“Patut  disyukuri  bahwa   undang-undang tentang 
Jaminan Produk  Halal  sudah  disahkan oleh  Pemer- 
intah.  Hal  ini  dapat mendorong produsen pangan 
dalam  melaksanakan sertifikasi halal.”21 
 
2. Konsumen pangan mayoritas beragama Is- 
lam 
Ada  juga  faktor  pendukung yang  menyebabkan 
para  produsen mengurus sertifikat halal diantaranya 
karena  para  pelanggan atau  konsumen produk  pan- 
gan di Kota Bengkulu mayoritas  beragama Islam. Un- 
tuk melindungidan menjaminkehalalan produknya 
maka mereka  berusaha untuk mendapatkan sertifikat 
halal   tersebut  sebagaimana yang dituturkan  oleh 
Pengurus Cabang  Saimen   Bakery  Bengkulu  Indah 
Mall di Jl. Gading  Cempaka No  A8-A10  BIM Kota 
Bengkulu bahwa: 
Saimen   Bakery  Bengkulu   adalah  anak   cabang 
dari  Saimen  yang  berada di Provinsi  Jambi.  Mana- 
jen Pusat  yang berada di Provinsi Jambi  sangat  me- 
nyadari   sepenuhnya  bahwa   mayoritas   konsumen 
yang  ada  di Kota Bengkulu  adalah beragama Islam, 
oleh karena  itu mereka  memerintahkan kami (semua 
anak  cabang  Saimen  Bakery)  untuk  mengurus serti- 
fikasi halal agar  produk  kami layak dikonsumsi  oleh 
masyarakat Kota Bengkulu.22 
Dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1999 
tentang  Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a dis- 
ebutkan bahwa: 
“Hak  konsumen adalah  hak  atas  kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan dalam  mengkonsum- 
si barang  dan/atau jasa” 
 
Pasal  ini menunjukkan bahwa  setiap  konsumen, 
termasuk  konsumen muslim  yang  merupakan may- 
oritas  di Kota Bengkulu  berhak  untuk  mendapatkan 
pangan yang  aman  dikonsumsi  olehnya. Salah  satu 
pengertian  aman   bagi   konsumen  muslim   adalah 
bahwa  pangan tersebut  tidak  bertentangan dengan 
kaidah  agamanya. 
 
3. Produsen  pangan  mayoritas  beragama  Is- 
lam 
Selain konsumen pangan mayoritas  beragama Is- 
lam,  faktor pendukung implementasi sertifikasi halal 
pada produk pangan di Kota Bengkulu lainnya adalah 
produsen pangan itu sendiri beragama Islam yang se- 
cara otomatis  mengerti  akan  pentingnya pangan ha- 
lal, oleh karena  itu mereka  mendaftarkan produknya 
 
 
21Wawancara dengan  Edwar Suharnas, Direktur LPPOM MUI Provinsi 
Bengkulu, tanggal 9 Mei 2018 
22Wawancara dengan  Hendri Gunawan, Pengurus cabang Saimen Bak- 
ery Bengkulu Indah Mall”, tanggal 15 Mei 2018
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ke  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 
Kosmetika  Majelis Ulama  Indonesia (LPPOM  MUI) 
Provinsi  Bengkulu  untuk  mendapatkan sertifikat ha- 
lal,  sebagaimana  diungkapkan oleh  pegawai   Toko 
Bronies  Kukus  Panggang  “Istana  Bronies  Hj.  Elly” 
Jl. Fatmawati Ruko GRC Kelurahan  Penurunan  Kota 
Bengkulu Bapak  Sabar  Aliman mengatakan: 
“Sebagai   produsen pangan  yang  beragama Is- 
lam  kami  menyadari  pentingnya mengkonsumsi 
pangan  halal  sehingga   ini  menjadi   alasan   kuat 
bagi  kami  untuk  menyajikan pangan  halal  bagi 
masyarakat, oleh  karena   itu  kami  mendaftarkan 
sertifikasi halal ke LPPOM MUI Provinsi Bengkulu 
atas produk  yang kami buat.”23 
 
Namun  ada  sebagian kecil produsen pangan non 
muslim  di Kota  Bengkulu  mengurus sertifikasi halal 
agar konsumen pangan yang berbelanja di tokonyam- 
erasa yakin bahwa apa yang dibeli dan dikonsumsinya 
benar-benar halal. Hal ini dijelaskan  oleh Bapak  No- 
van Widodo  Pengelola   “Sariwangi  Bakery” bahwa: 
“Perkara makanan halal bukan  saja menjadi 
masalah  bagi  umat   muslim  tapi  juga  perhatian 
bagi umat hindu dan budha yang mewajibkan ma- 
kanan  halal. Namun  makanan halal menurut Islam 
berbeda dengan mereka,  kalau  mereka  makanan 
halal  adalah makanan yang  bukan   berasal  dari 
daging  sapi sedangkan Islam makanan halal ada- 
lah makanan yang terhindari  dari babi dan  khamr 
serta  turunannya. Jadi  kami  memisahkan mana 
produk  yang  terbuat  dari  daging  sapi  bagi  umat 
hindu   dan  Budha   sedangkan untuk  Islam  kami 
membuat sertifikasi halal agar konsumen yakinter- 
hadap produk  yang kami buat,  apalagi  kami yang 
membuat bukan  orang  Islam.”24 
 
Manfaat  dari  pensertifikasian halal  pada   produk 
pangan di Kota Bengkulu tidak hanya  dirasakan oleh 
produsen pangan itu sendiri tetapi juga dinikmati oleh 
konsumen muslim yang menginginkan pangan halal. 
Adapun  manfaat seseorang mengkonsumsi makanan 
dan minuman halal diantaranya adalah : 
a.  Membawa  ketenangan hidup  dalam  kegiatan  se- 
hari-hari; 
b.  Dapat  menjaga kesehatan jasmani dan rohani; 
c.  Mendapat perlindungan dari Allah SWT; 
d.  Mendapatkan iman  dan  ketaqwaan kepada Allah 
SWT; 
e.  Tercermin  kepribadian yang jujur dalam  hidupnya 
dan sikap apa adanya; 
f.   Rezeki  yang   diperolehnya  membawa  barokah 
dunia  akhirat; 
g.  Manusia  dapat bertahan hidup  di dunia  sampai 
batas  yang ditentukan Allah SWT; 
h.  Manusia  dapat mencapai ridha  Allah SWT dalam 
hidup  karena  dapat memilih jenis makanan mau- 
pun  minuman yang  baik  sesuai  petunjuk   Allah 
SWT; 
i.   Manusia  dapat memiliki  akhlak  karimah   karena 
makanan dan  minuman yang  halal  mempengar- 
uhi  watak  dan  perangai manusia menjadi  sabar, 
tenang  dan qona’ah; 
j.   Manusia  dapat terhindar dari  akhlak  mazmumah 
karena  tidak mengkonsumsi makanan dan  minu- 
man  yang  haram. Makanan  dan  minuman yang 
haram  akan mempengaruhi sikap mental  menjadi 
tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan, 
maupun perbuatannya.25 
 
Dengan   memahami manfaat makanan  dan  mi- 
numan halal  di atas,  maka  wajar  saja  jika sebagian 
produsen pangan di Kota Bengkulu  telah  membuat 
sertifikat halal meskipun  Undang-Undang Nomor  33 
Tahun   2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  belum 
berlaku  secara  efektif. Hal ini tentu  saja dapat dijadi- 
kan  referensi  bagi konsumen muslim  untuk  mencari 
panganan halal di Kota Bengkulu. 
Selain  beberapa faktor  pendukung implementasi 
sertifikasi halal  pada  produk  pangan di Kota Beng- 
kulu,  terdapat juga  faktor  penghambat pelaksanaan 
sertifikasi  halal   sehingga   masih   banyak   produsen 
pangan di Kota Bengkulu  yang belum  membuat ser- 
tifikat halal. Hal ini disebabkan berbagai faktor dian- 
taranya yaitu: 
1. Belum berlaku  efektifnya undang-undang tentang 
Jaminan Produk  Halal 
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor   33  tahun 
2014  tentang  Jaminan Produk  Halal Pasa  67 ayat  1 
disebutkan bahwa  : 
“Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang 
beredar dan  diperdagangkan di  wilayah  Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 4 mulai berlaku 
5 (lima) tahun  terhitung  sejak undang-undang ini di- 
undangkan.” 
Jika Undang-Undang Nomor  33 tahun  2014  ten- 
tang  Jaminan Produk  Halal  disahkan oleh  Presiden 
Republik  Indonesia tanggal  17 Oktober  2014,  maka 
merujuk Pasal 67 ayat 1 di atas, maka kewajiban 
sertifikasi halal  berlaku  efektif mulai  bulan  Oktober 
2019,  sehingga  produsen pangan pun  masih  men- 
gulur waktu  untuk  mendapatkan sertifikat halal.  Hal 
ini diungkapkan oleh Hj. Suhartina Rahayu  Produsen
 
23Wawancara dengan Sabar Aliman, Pegawai Toko Bronies Kukus Pang-               
gang “Istana Bronies Hj. Elly”, tanggal 9 Mei 2018
24Wawancara  dengan   Novan  Widodo,   Pengelola   Sariwangi  Bakery, 
tanggal 8 Mei 2018 
25Diakses  pada   nurmahwijayanti.blogspot.com  tanggal  25  Mei 2018 
pukul 11.05
162    Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018 DEBBI NUKERIANA: Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan     162  
 
 
Pangan “Pecel  Pincuk”  Jl. Fatmawati No.  49  RT 09 
Kelurahan  Penurunan Kota Bengkulu bahwa: 
Kami sebagai  pengusaha pangan pada  dasarnya 
tidak keberatan untuk membuat sertifikasi 
halal,namun karena  undang-undangnya belum 
berlaku  secara  efektif tahun  ini maka  kami masih 
menunda mengurus sertifikasi halal tersebut. 
Walaupun  demikian   sebagai   seorang   muslimah 
saya  tetap  menyajikan masakan  yang  halal  juga 
higeinis walaupun kami belum  mendapatkan ser- 
tifikat halal.26 
 
Kebanyakan produsen pangan ada juga yang men- 
gatakan bahwa  walaupun sertifikat halal belum  dimi- 
liki namun mereka   berkomitmen membuat  produk 
yang  halal.  Hal ini ditambahkan oleh  Ibu Sari  Dani 
produsen pangan  tradisional   dan   kue  basah   yang 
menuturkan bahwa: 
Kebanyakan konsumen menanyakan produk  saya 
ini pakai  pengawet atau  sari  manis  buatan atau 
tidak? Kalau tentang  kehalalan justru tidak pernah 
ada yang bertanya namun kami sebagai  pedagang 
yang  beragama Islam,  berkomitmen untuk  mem- 
buat   kue  yang  halal  tanpa   pakai   pengawet/sari 
manis  oleh  karena   itu kue  yang  saya  buat  tidak 
tahan  lama.27 
 
Pada  dasarnya menurut Islam, masalah halal dan 
haram, termasuk   dalam   hal  makanan tidak  terba- 
tas  pada   regulasi  semata   melainkan terkait  dengan 
hubungan transendental antara hamba dan tuhannya. 
Sedemikian   pentingnya   kehalalan   suatu    produk, 
maka   bagi  produk   makanan yang  tidak  ada   serti- 
fikat  halalnya   menurut Lukmanul   Hakim  dikatego- 
rikan  makanan syubhat.28  Makanan  syubhat  adalah 
makanan yang  meragukan jika dimakan hukumnya 
makruh  yaitu  bila dikerjakan  tidak berdosa dan  bila 
ditinggalkan  mendapat pahala.29 
 
2.  Kurangnya informasi/pengetahuan  tentang 
sertifikasi halal 
Beberapa produsen yang  diwawancarai oleh  pe- 
neliti menyebutkan bahwa  mereka  tidak tahu  bahwa 
produk   yang  dibuat   harus  bersertifikat  halal,  seba- 
gaiman  yang dituturkan  oleh Media, kasir di Restoran 
“Kopi Tiam Mama Ling” Jl. Soeprapto No. 143 Kota 
Bengkulu bahwa: 
“Kami  tidak  tahu  kalau  produk  yang  kami  buat 
harus  disertifikasi halal. Semua  produk  yang kami 
pakai  adalah bahan-bahan yang  dijual dipasaran 
dan  tentunya ada  tulisan halal seperti bumbu ma- 
sakan  dan  lain-lain.  Bahkanuntuk mie  siap  pakai 
kami  pesan  dari  produsen lokal begitu  pula  den- 
gan  daging  ayam  dan  daging  sapi sehingga  kami 
yakini apa  yang kami buat  pun  halal. Sebenarnya 
pemilik restoran  ini berada di Jakarta dan pengelo- 
lanya sekali-kali datang  ke Kota Bengkulu sehingga 
semua  pembelian bahan, pengelolaan dan  proses 
produksi ditangani  oleh kami yang notabene orang 
Islam jadi in syaa Allah halal.”30 
 
Begitu pula yang disampaikan oleh Riski pegawai 
Depot Air Minum Isi Ulang “Primatama” Jl. Putri Ga- 
ding Cempaka Kelurahan  Penurunan Kota Bengkulu 
bahwa: 
“Kami tidak tahu  kalau  usaha  air minum  isi ulang 
harus  bersertifikat  halal  karena  bahan yang  kami 
olah hanya  air putih saja tidak ada  barang-barang 
yang diharamkan. Sedangkan dari segi prosesnya 
kami hanya  menggunakan filterisasi tabung  kemu- 
dian disinari ultra violet jadi kami baru tahu bahwa 
isi ulang pun perlu sertifikasi halal.”31 
 
Sebagian  masyarakat  tidak   mengetahui  bahwa 
pada  air  kemasan atau  isi ulang  ada  beberapa titik 
kritis yang perlu diwaspadai. Titik kritis pertama yang 
terletak pada  air minum kemasan/isi  ulang adalah ba- 
han  pencuci  galon yang digunakan. Harus  dipastikan 
bahan pencuci  galon  atau  botol  plastik berasal  dari 
bahan halal. Titik kritis kedua  terdapat pada  filter pen- 
yaring air yang berasal  dari arang  aktif (karbon  aktif). 
Arang aktif ini dapat berasal dari arang kayu tanaman 
(charcoal)   maupun dari  tulang  hewan   (bone).   Jika 
menggunakan bahan-bahan dari arang kayu tanaman 
bisa dipastikan  halal. Lain halnya jika proses filter kar- 
bon aktif menggunakan limbah tulang hewan. Karena 
air ini untuk  dikonsumsi,  harus  dipastikan  jika tulang 
hewan  yang digunakan bukan  tulang hewan  yang di- 
haramkan. Jika hewan yang digunakan adalah hewan 
yang haram  dikonsumsi,  seperti babi maka produk  air 
minum  tersebut  bisa jatuh kepada hukum  haram. Ka- 
laupun  menggunakan hewan  yang  halal  dikonsumsi 
harus  diperhatikan cara  menyembelih hewan  terse- 
but. Penyembelihan harus sesuai dengan syariat yakni 
dengan menyebut nama  Allah SWT.32
 
 
26Wawancara dengan  Hj. Suhartina  Rahayu  Produsen  Pangan  “Pecel               
Pincuk”, tanggal 9 Mei 2018
27Wawancara dengan  Sari Dani Produsen  Pangan  Tradisional dan Kue 
Basah, tanggal 11 Mei 2018 
28Diakses  padawww.http://indohalal.com  pada   tanggal  12  Mei 2018 
pukul 13.30 
29Diakses  padahttps://irawanfirmansyah.wordpress.com  pada   tanggal 
12 Mei 2018 pukul 13.55 
30Wawancara dengan  Media  sebagai  kasir pada  Restoran  Kopi Tiam 
Mama Ling, tanggal 8 Mei 2018 
31Wawancara dengan  Riski pegawai  Depot  Air Minum Isi Ulang “Pri- 
matama”, tanggal 9 Mei 2018 
32Diakses  pada   https://m.republika.co.id>dialog-jumat  pada   tangal  9 
mei 2018 pukul 15.30
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Informasi  yang  kurang  inilah  membuat sebagian 
produsen air minum  isi ulang tidak mendaftarkan 
sertifikasi halal pada  usahanya padahal titik kritisnya 
cukup banyak. Hal ini pun senada dengan pernyataan 
Indra  Jaya,  S. Pd.I sebagai  staf Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-obatan dan  Kosmetika  Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Bengkulu bahwa: 
“Rendahnya pengajuan sertfikasi halal pada produk 
pangan di Kota Bengkulu  disebabkan kurangnya 
pengetahuan masyarakat terkhusus  produsen pan- 
gan di Kota Bengkulu terhadap sertifikasi halal 
tersebut.”33 
 
3. Kurangnya kesadaran hukum konsumen dan 
produsen pangan untuk  mendapatkan serti- 
fikat  halal 
Salah satu faktor penghambat sertifikasi halal pada 
produk  pangan di Kota Bengkulu adalah dikarenakan 
kurangnya kesadaran hukum  bagi para pelaku usaha. 
Kesadaran hukum atau kepatuhan hukum seharusnya 
melahirkan perilaku  yang  taat  tehadap nilai-nilai hu- 
kum  sehingga  dapat dirasakan oleh  semua  anggota 
masyarakat. Seseorang akan  patuh  terhadap hukum 
jika ia menyadari pentingnya hukum.  Tidak mungkin 
seseorang dapat patuh  terhadap hukum,  jika ia tidak 
memahami arti hukum  itu sendiri. 
Kesadaran hukum  dalam  masyarakat bukanlah 
proses yang instansekali  jadi, melainkan melalui pros- 
es yang  panjang baik secara  langsung  maupun tidak 
langsung.  Dalam  masyarakat modern orang  taat  ter- 
hadap hukum  karena  mereka  menyadari pentingnya 
hukum  untuk  mengatur masyarakat. Sebaliknya da- 
lam masyarakat tradisional,  mereka  taat pada  hukum 
bukan  karena  keyakinannya secara  langsung  bahwa 
hukum  itu baik, melainkan karena  diminta bahkan di- 
paksa  oleh  pemimpinnya atau  dikarenakan perintah 
agama.34 
Berdasarkan uraian  di atas dapat diketahui  bahwa 
faktor  pendukung dan   penghambat sertifikasi  halal 
cukup  bervariasi  tergantung kondisi  produsen pan- 
gan itu sendiri, namun peneliti menilai karena  belum 
berlaku  efektifnya  undang-undang tentang  Jaminan 
Produk   Halal  dan   ketidaktahuan informasi  tentang 
sertifikasi halal yang menyebabkan mereka  belum 
mendaftarkan sertifikasi halal. Sedangkan faktor pen- 
dukung  yang dominan dalam  implementasi sertifikasi 
halal adalah adanya regulasi yang  mengatur tentang 
sertifikasi halal serta konsumen pangan mayoritas  be- 
ragama Islam. 
 
 
 
 
33Wawancara dengan  Indra  Jaya,  S. Pd.  I   staf LPPOM MUI Provinsi 
Bengkulu, tanggal 9 Mei 2018 
34Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi Hukum  Perkembangan Metode dan  Pili- 
han Masalah, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 203 
Peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 
dan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia  (LP- 
POM  MUI)  Provinsi Bengkulu dalam  menum- 
buhkan kesadaran konsumen dan  produsen 
pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota 
Bengkulu 
Peran adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, 
norma   dan  prilaku  seseorang yang  harus  dihadapi 
dan  dipenuhi.35  Ditinjau dari perilaku organisasi,  per- 
an merupakan salah satu komponen dari sistem sosial 
organisasi,  selain norma  dan budaya organisasi.  Yang 
dimaksud adalah peran  Lembaga Pengkajian Pangan 
Obat-obatan dan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Bengkulu  sebagai  sebuah lembaga penserti- 
fikasian halal pada  produk  pangan di Kota Bengkulu. 
Levinson  dalam  Soekamto mengatakan peranan 
mencakup tiga hal antara lain: 
1.  Peranan meliputi  norma-norma yang  dihubung- 
kan  dengan posisi  atau  tempat  seseorang dalam 
masyarakat. Peranan  dalam   arti  ini  merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam  kehidupan bermasyarakat. 
2.  Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang 
dapat dilakukan  oleh  individu  dalam  masyarakat 
sebagai  organisasi. 
3.  Peranan   juga    dapat   dikatakan   sebagai    pe- 
rilaku individu yang penting bagi struktur sosial 
masyarakat.36 
 
Berdasarkan Undang-undang No 33  Tahun  2014 
tentang  Jaminan Produk  Halal peran  Lembaga Peng- 
kajian  Pangan Obat-Obatan dan  Kosmetika  Majelis 
Ulama Indonesiasetidaknya ada empat  yaitu: 
a.   Sebagai   Lembaga  Pemeriksa   Halal  (LPH).  LP- 
POM  MUI diberikan  peran  melakukan pemerik- 
saan  dan  pengujian halal terhadap semua  produk 
yang  akan  disertifikasi bersama BPJPH.  Dengan 
demikian  LPPOM  MUI tetap  menjalankan  fungsi 
sertifikasi  halal  namun  berubah  nama   menjadi 
LPH. Dengan  kata lain berganti  nama  saja. 
b.   Sebagai  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN MUI) da- 
lam hal ini sebagai pemberi  fatwa dalam sertifikasi 
halal. Sebelum  BPJPH  mengeluarkan label halal, 
terlebih  dahulu   harus  mendapatkan fatwa  halal 
dari Dewan  Syariah  Nasional (DSN MUI). 
c.   Sebagai  laboratorium pertama. LPPOM  MUI te- 
lah memperoleh sertifikat ISO 17065  yang sudah 
terakreditasi  sehingga  hasil laboratoriumnya tidak 
diragukan lagi. Dalam hal ini Majelis Ulama Indo- 
nesia melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pe- 
meriksa  Halal  sehingga  Majelis Ulama  Indonesia 
 
 
35Diakses  pada  https://id.m.wikipedia.org>wiki>teori-perantanggal 25 
Mei 2018 pukul 14.45 
36Diakses pada  https://aslan23fight.blogspot.co.id pada  tanggal 25 Mei 
2018 pukul 15.05
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dapat memutuskan apakah sebuah lembaga lolos 
sebagai  Lembaga Pemeriksa  Halal atau  tidak. 
d.   Sebagai    Lembaga  Sertifikasi   Profesi   (LSP)   di 
bawah  Badan Nasional  Standar Sertifikasi Profesi 
(BNSP)  untuk  menyiapkan auditor  halal  dan  pe- 
nyelia halal.  Bahkan  untuk  proteksi  Tenaga  Kerja 
Asing yang akan  masuk  ke Indonesia sebagai  au- 
ditor  halal  luar negeri.  Dengan  kata  lain auditor- 
auditor  yang  bergerak  dalam  industri  halal  harus 
dapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.37 
 
Nantinya  kesemua peran  Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-Obatan dan  Kosmetika  Majelis Ulama 
Indonesia berkerjasama dengan Badan Penyelengga- 
ra Jaminan Produk  Halal (BPJPH)  namun sayangnya 
sampai  saat  ini BPJPH  Provinsi Bengkulu  belum  ter- 
bentuk sehingga semua peran diatas belum berjalan 
sebagaimana mestinya.  Oleh karena  itu Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan  Kosmetika Ma- 
jelis Ulama  Indonesia Provinsi  Bengkulu  diperboleh- 
kan melaksanakan tugasnya  selama belum ada badan 
tersebut  dan  tidak bertentangan dengan Undang-Un- 
dang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk 
Halal.  Hal  ini tertuang  dalam  Pasal  60  Undang-Un- 
dang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk 
Halal yang menyatakan: 
“Majelis Ulama  Indonesia tetap  menjalankan  tu- 
gasnya dibidang  sertifikasi halal sampai  dengan 
BPJPH  dibentuk” 
 
Adapun  peran  Lembaga Pengkajian Pangan Obat- 
Obatan dan  Kosmetika Majelis Ulama  Indonesia (LP- 
POM MUI) Provinsi Bengkulu  menurut Edwar Suhar- 
nas, Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu adalah: 
1.   Memberikan sosialisasi tentang  sertifikasi halal 
Sosialisasi   sertifikasi  halal   dilakukan   oleh   LPPOM 
MUI Provinsi Bengkulu dalam rangka menumbuh- 
kan kesadaran hukum  terhadap masyarakat serta 
menginformasikan betapa pentingnya sertifikat 
halal  sebagai  jaminan   kehalalan produk  pangan 
yang akan dikomsumsi  oleh masyarakat. 
2.   Pembinaan kepada pelaku  Usaha  Mikro Kecil Me- 
nengah (UMKM) terkait sertifikasi halal 
Pembinaan ini dilakukan  oleh  LPPOM  MUI Provinsi 
Bengkulu  terhadap produsen pangan yang belum 
mengajukan sertifikasi halal  sehingga  diharapkan 
setelah  dilakukan  pembinaan, produsen pangan 
tersebut   akan   melakuka   sertifikasi  halal.  Diakui 
oleh Edwar Suharnas, jumlah pelaku Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) seperti pedagang goren- 
gan, martabak, sate dan  pedagang kaki lima lain- 
 
 
 
37Diakses pada https://kliklegal.com/empat-peran-lppom-mui-dalam- 
proses-sertifikasi-halal-bersama-bpjph/  pada   tanggal  26  Mei 2018  pukul 
10.45 
nya begitu banyak  di Kota Bengkulu, kebanyakan 
dari mereka  tidak melakukan sertifikasi halal, oleh 
karena  itu mereka  dibina  untuk  diberikan  pema- 
haman bahwa  halal itu penting  dan  dapat mem- 
berikan manfaat bagi usaha  pangan mereka. 
3.   Mengadakan lomba  menulis halal tingkat SMA 
Anak-anak usia sekolah  sebetulnya yang paling rent- 
an terkena  dampak terhadap makanan yang tidak 
halal dikarenakan keterbatasan informasi yang 
mereka   dapati   serta   tidak  dapat  membedakan 
mana  pangan halal dan  pangan yang tidak halal. 
Sedangkan kalau orang  tua, informasi tentang 
sertifikasi halal  sering  mereka   dapatkan  melalui 
majelis ta’lim (pengajian) atau  sosialisasi lainnya. 
Oleh karena itu salah satu peran LPPOM MUI Provinsi 
Bengkulu  mengedukasi anak-anak  usia  sekolah 
terkhusus  pelajar SMA Se-Provinsi  Bengkulu den- 
gan mengadakan lomba tulis ilmiah. Maka dengan 
dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat memacu 
pelajar  untuk    mencari  dan  mendapatkan infor- 
masi  seputar   halal  kemudian mereka   tuangkan 
dalam  bentuk  tulisan ilmiah yang dikemas melalui 
lomba  menulis halal.38 
 
Kesimpulan 
1.    Implementasi  atau   pelaksanaan sertifikasi  halal 
produk  pangan di Kota Bengkulu sudah  terlaksa- 
na meskipun  masih  sebagian kecil dari produsen 
pangan yang ada di Kota Bengkulu. 
2.    Faktor  pendukung  implementasi sertifikasi halal 
pada  produk  pangan di Kota Bengkulu adalah: 
a. Adanya  regulasi  yang  mengatur tentang  serti- 
fikasi halal; 
b. Konsumen pangan mayoritas  beragama Islam; 
c. Produsen pangan mayoritas  beragama Islam. 
Adapun   faktor  penghambatimplementasi  sertifikasi 
halal pada  produk  pangan di Kota Bengkulu adalah: 
a.  Belum  berlaku  efektifnya undang-undang ten- 
tang Jaminan Produk  Halal; 
b.  Kurangnya  informasi/pengetahuan tentang  ser- 
tifikasi halal; 
c.  Kurangnya  kesadaran hukum  konsumen dan 
produsen pangan untuk mendapatkan sertifikat 
halal. 
3.  Peran  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 
MUI) Provinsi  Bengkulu   dalam   menumbuhkan 
kesadaran konsumen dan  produsen pangan ter- 
hadap  pensertifikasian halaldi  Kota  Bengkuluy- 
aitu: 
a. Memberikan sosialisasi tentang  sertifikasi halal; 
 
 
 
38Wawancara dengan  Edwar Suharrnar  Direktur LPPOM MUI Provinsi 
Bengkulu, Tanggal 8 Mei 2018
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b.Pembinaan kepada pelaku  Usaha  Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) terkait sertifikasi halal; 
c. Mengadakan lomba  menulis halal tingkat SMA. 
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